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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang
sampai Marauke, di mana wilayah laut lebih luas dibandingkan
dengan wilayah darat. Bertolak dari keadaan seperti itu, maka
untuk menjangkau antara kota yang satu dengan kota yang
lainnya, kiranya pengangkutan laut merupakan sarana utama
untuk mencapai maksud tersebut. Terlebih lagi jika mengingat
letak geografis Indonesia pada posisi silang jalur pelayaran dan
perniagaan. internasional, maka pengangkutan laut memegang
peranan yang sangat penting.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas, tentunya kita
harus memiliki dan menyediakan sarana angkutan laut yang
memadai, serta mampu menjangkau kebutuhan pengangkutan
dalam negeri.

Dalam dunia perdagangan pada umumnya dan
perdagangan antar pulau pada khususnya, pengangkutan barang

dengan menggunakan angkutan laut kiranya memegang peranan



yang sangat penting, karena hampir semua barang ekspor
maupun impor diangkut dengan menggunakan kapal laut, atas
dasar pertimbangan ekonomis,

Hal ini mengakibatkan pemilik barang lebih cenderung
menggunakan kapal laut sarana untuk mengangkut barang-
barang dari satu pulau ke pulau yang lain di Indonesia mengingat
kapasitas kapal laut jauh lebih besar dibandingkan dengan alat
angkutan lainnya, seperti pesawat terbang, kereta api dan mobil.

Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang mendorong
pemilik barang lebih memilih menggunakan alat transportasi laut
(kapal laut) untuk mengangkut barang-barangnya karena biaya
operasional lebih ekonomis, sekalipun waktu yang dibutuhkan
kapal laut tidak secepat dengan waktu yang digunakan pesawat
udara.

Khusus di sektor perhubungan laut telah ditetapkan bahwa
pembangunan perhubungan laut diadakan untuk meningka'tk_an‘
pengangkutan melalui laut, sehingga semakin mampu
menghubungkan seluruh wilayah negara Kita, sekaligus
mendorong pertumbuhan perdagangan serta dapat meningkatkan
dan daya saing dan pemasaran hasil produksi baik di dalam

maupun di luar negeri.



Dengan demikian, guna memperlancar arus pengangkutan,
Khususnya di bidang pengangkutan laut, pemerintah perlu
meningkatkan pembangunan perhubungan laut, misalnya dengan
menyediakan kapal laut yang layak jalan, membangun pelabuhan-
pelabuhan dengan fasilitas yang baik dan sebagainya. Jika hal
tersebut dapat tercapai maka otomatis arus perdagangan dapat
berjalan dengan baik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketersediaan angkutan laut harus diikuti pula dengan
tersedianya perangkat hukum kemungkinan terjadinya risiko yang
dapat disebabkan oleh kekurang hati-hatian pihak pengirim,
pengangkut. Atau adanya cacat yang tersembunyi yang tidak
dijelaskan .secara terus terang oleh pemilik barang pada saat
penyerahan barang itu kepada ekspeditur.

Permasalahan yang biasanya terjadi dalam pengangkg’ntén -
barang, yaitu barang kiriman yang telah sampai ke tujuan, -ti&ak
utuh lagi seperti keadaan semula, baik itu hilang seluruhﬁya
ataupun berkurang sebagian jumlahnya. Hal tersebut disebabkan
adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak ekspeditur, dalam
menjalankan kewajibannya untuk mengangkut barang sampai ke

tujuan.



Melihat kenyataan bahwa tanggung jawab ekspeditur
sangat berat, maka ekspeditur perlu membatasi tanggung jawab
dengan membuat perjanjian sedemikian rupa, yang sifatnya
meringankan atau memperkecil beban tanggung jawabnya.
Walaupun ekspeditur selalu diwajibkan oleh undang-undang
untuk bertanggung jawab atas kerugian dalam pengiriman barang
melalui laut, tetapi ekspeditur dapat dibebaskan dari segala
tanggung jawab untuk mengganti kerugian, ia dapat membuktikan
bahwa  terjadinya  kerugian itu bukan akibat dari
kesalahan/kelalaiannya, misalnya kapal laut yang digunakan
pengangkut untuk mengangkut barang kiriman itu sudah tidak
layak laut.

Jika hal tersebut terjadi, maka ekspeditur selaku pengirim

barang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menggantr

kerugian, karena kerugian itu terjadi bukan disebabkan .éileh
kesalahan/kelalaiannya, melainkan kesalahan yang diiakukén
oleh pengangkut/pemilik kapal. Tetapi jika ekspeditur memuat
atau membongkar barang itu di pelabuhan dan rusak atau hilang,

maka ekspediturlah yang bertanggung jawab atas kerugian itu.



1.2.

1.3.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengkaji lebih

lanjut tentang “TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR TERHADAP

PENGIRIM PADA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis

memberikan batasan dari penelitian dengan merumuskan

masalah sebagai berikut :

1.

Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab ekspeditur
(PT. EMKL Karya Indah) terhadap pengirim/pemilik barang
Bagaimanakah penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat

kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1.

Untuk mengetahui tanggung jawab ekspeditur (PT. E!}leL '
Karya Indah) terhadap pengirim/pemilik barang
Untuk mengetahui penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat

kehilangan, kerusakan, kekurangan dan keterlambatan barang.

Sedangkan kegunaan penulisan adalah :

1.

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para pihak

yang berkepentingan khususnya dalam bidang pengangkutan.



1.4.

2. Sebagai bahan kepustakaan atau bahan perbandingan bagi

mereka yang memperdalam masalah hukum pengangkutan.

3. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan

studi di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.

Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar,

khususnya pada perusahaan PT. EMKL Karya Indah dan

PT. Jasa Karya yang beralamat di JIn. Sumba No. 36

Makassar.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

;

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penziifian
lgpangan pada PT. EMKL Karya Indah (perantara), PT.

ga

(e}

Jasa Karya (pengirim) dan pengangkut, sefin
mampu memberikan informasi sehubungan dargan;_;
skripsi ini.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berlzoai
buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang <cda
hubungannya dengan penulisan ini, yang selanjuinya

menjadi bahan kajian guna menyelesaikan skripsi i7.



1.4.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk teknik pengumpulan data primer, penulis
menggunakan teknik wawancara pada pengirim dan
ekspeditur, yang tetap mengacu pada permasalahan pokok.
Untuk feknik pengumpulan data sekunder, penulis
melakukan beberapa pengkajian literatur, perjanjian
pengiriman, perjanjian pengangkutan yang berhubungan
dengan skripsi ini.
1.4.4. Analisis Data
Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder
tersebut kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif

dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa Pengertian

a. Pengirim

Di dalam pengangkutan melalui laut, ada beberapa
yang terlibat yaitu : ekspeditur/pengangkut, pengirim dan
penerima barang, mengenai siapa yang dimaksud dengan
pengirim barang itu, KUH Dagang tidak memberikan
pengertiannya, tetapi dalam pasal 90 ayat (6) KUH Dagang,
ditegaskan bahwa pengirim barang itu bukan pemilik barang
itu sendiri, tetapi orang yang diberi kuasa atas pemilik barang
(ekspeditur). Ekspeditur dalam hal ini bertindak selaku
pengirim berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pemilik
barang.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1998:48) pengirim
adalah : “Pihak yang mengikatkan diri untuk membayar
biaya/ongkos angkutan atas barang yang diangkut”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengirim harus
memenuhi kriteria berikut :

1. Pemilik barang/kuasa dari pemilik barang yang berstatus

pihak dalam perjanjian



2. Membayar biaya angkutan
3. Pemegang dokumen angkutan
Pengirim barang kita jumpai rumusannya dalam The
Hamburg Rules 1978, pada pasal 1 ayat (3), yang disimpulkan
oleh Wiwoho Soedijono (1882:33) mengatakan :
Pengirim barang adalah setiap orang untuk siapa atau
untuk atas nama siapa perjanjian pengangkutan barang
di laut itu telah diadakan dengan pihak pengangkut atau
setiap orang untuk nama siapa barang muatan itu

benar-benar telah diserahkan kepada pengangkut
sehubungan dengan telah terjadinya pengangkutan.

Melihat rumusan tersebut di atas, maka yang dimaksud
dengan pengirim barang adalah orang lain yang bukan pemilik
barang yang diberi kuasa untuk mengadakan perjanjian
dengan pihak pengangkut untuk mengangkut barang kepada

penerim'a barang.

. Ekspeditur
e ..
Mengenai pengertian ekspeditur yang sering juga -

disebut sebagai seorang perantara, dapat kita lihat pada pasal
86 KUH Dagang, yang menyebutkan bahwa ;
Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya
menyelenggarakan pengangkutan barang-barang

dagangan dan barang-barang lain di darat atau di
perairan.

o ;
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Beberapa ahli memberikan pernyataan mengenai
ekspeditur antara lain :

Menurut H.M.N Purwosutjipto (1987:12) ekspeditur

adalah:"Bila ada seorang perantara yang bersedia untuk

mencarikan pengangkutan yang baik bagi seorang

pengirim itu namanya ekspeditur”

Sedangkan menurut R.Soekardono (1983:52) eskpeditur
adalah :

Pihak yang menyuruh mengangkut atau
menyelenggarakan pengambilan dan penerimaan
barang-barang dari pengirim untuk secepatnya
diserahkan kepada pengangkut yang dipilih.

Soegijatna Tjakranegara (1995:70) mengemukakan
bahwa - ekspeditur adalah:"Orang yang berusaha

menyediakan/jasa pengangkutan dan pengiriman barang’.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekspeditur
adalah seorang perantara yang pekerjaannya mencari
pengangkut, akan tetapi dalam prakieknya banyak yang
ditemukan bahwa ada seorang yang pada dasarnya bertindak
sebagai ekspeditur juga merangkap sebagai pengangkut, baik

melakukan pengiriman barang orang lain maupun barang
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sendiri, sekaligus merangkap sebagai pengangkut laut/darat.

Sehingga di dalam praktek ditemukan 2 bentuk ekspeditur

antara lain :

1. Ekspeditur umum yaitu orang yang melakukan semata-
mata hanya sebagai perantara antara pemilik barang
dengan pengangkut.

2. Ekspeditur khusus yaitu orang yang bertindak sebagai
perantara dalam pengiriman barang dan mengangkut
sendiri.

Ekspeditur sering pula disebut sebagai seorang kuasa
yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Dagang seperti
dalam pasal 86 KUH Dagang. Dari ketentuan ini dapat
diketahui bahwa ekspeditur adalah identik dengan pengirim.

Menurut Ahmad Ichsan (1981:420) ekspeditur adalah :

Seseorang yang pekerjaannya menyuruh mengangkut
(Doen Vervoeren) barang-barang dagangan melalui
darat atau laut dia sendiri tidak atau bukan pengangkut
tetapi pengangkutan ini diserahkan kepada pihak lain.

Dari pengertian di atas merupakan definisi dari
ekspeditur menurut peraturan perundang-undangan yang ada

dan pada dasarnya mengartikan ekspeditur adalah merupakan



pekerjaan seseorang untuk menyuruh pengangkutan barang
ke alamat penerima dan pengangkut itu bukanlah ekspeditur.

Sedangkan menurut M. Isa Arif (1983:18) ekspeditur
adalah:"Orang yang menyuruh angkut barang-barang oleh
orang lain, untuk dipilihnya alat pengangkut yang sebaik-
baiknya dan secepat-cepatnya”.

Ekspeditur juga adalah merupakan perusahaan swasta
yang bergerak di dalam bidang pengiriman barang, Abdulkadir
Muhammad (1991:16) mengatakan bahwa :

Ekspeditur adalah perusahaan perdagangan ternyata

tidak hanya dijalankan oleh pengusaha dagang

melainkan juga dengan bantuan perantara berhubungan
besarnya volume usaha dan luasnya jangkauan usaha.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa 'pengusaha perdagangan tidak dapat berjalan atau
beroperasi dengan lancar tanpa bantuan dari pihak perantara ~
(ekspeditur) dan perusahaan pelayanan penyediaan jasa,
angkutan.

Perusahaan pelayanan jasa angkutan khususnya yang
bergerak dalam pengiriman barang seperti halnya dengan
ekspeditur adalah suatu perusahaan yang tujuannya mengirim
barang-barang pesanan melalui sarana angkutan darat, laut,

dan sebagainya agar barang tersebut tiba di alamat penerima



barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Sebab jika
barang kiriman barang itu rusak, hilang maupun terlambat tiba
di alamat si penerima, maka hal ini merupakan risiko bagi
ekspeditur atas kerugian yang timbul dari pengiriman barang
tersebut.

Untuk mengantisipasi hal ini pihak ekspeditur wajib
mencatat barang-barang yang diterima serta tanda terima dari
pihak pengangkut sebelum pemberangkatan barang ke tempat
tujuan. Untuk itulah sehingga tanggung jawab seorang yang
bergerak sebagai pengirim yaitu ekspeditur adalah penuh
terhadap semua barang-barang yang dititipkan kepadanya dan
belum tiba di tangan penerima.

Ekspeditur pada dasarnya bekerja mencarikan
pengangkut dan membuat catatan terhadap jumlah barang,
jenis serta melaksanakan pengambilan dan penyimpanan
barang-barang agar terhindar dari kerusakan, kehilangan
barang tersebut sebelum diangkut ke tempat tujuan atau
alamat penerima barang. Dengan demikian dapat diketahui
bahwa tugas dan tanggung jawab ekspeditur apabila pada
saat penyerahan barang kiriman kepada pihak pengangkut,

lain halnya jika ditegaskan dalam perjanjian antara ekspeditur



14

dan pengangkut hanya meliputi pengangkutan semata-mata
dan diikuti oleh perantara yaitu ekspeditur, maka dalam hal ini
pihak yang mengangkut tidak ada tanggung jawab atas barang
kiriman tetapi sebaliknya jika dituangkan dalam perjanjian
bahwa ekspeditur sebatas tanggung jawab setelah
menyerahkan barang kiriman kepada pihak pengangkut maka
dengan sendirinya berakhirlah tanggung jawab ekspeditur

pada saat penyerahan barang-barang kiriman tersebut.

. Pengangkut

Ketentuan mengenai pengangkut dijelaskan dalam pasal
466 dan 521 KUH Dagang antara lain berbunyi :
Pasal 466 KUH Dagang menyebutkan bahwa ;

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri, baik
secara carter menurut waktu atau carter menurut
perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya
atau sebagian melalui laut.

Sedangkan pasal 521 KUH Dagang menyebutkan bahwa :

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri, baik
secara pencarteran menurut waktu atau pencarteran
menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian
lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan orang
seluruhnya atau sebagian melalui faut.

Akan tetapi definisi tersebut diatas, hanya menjelaskan

pengangkut secara khusus. Adapun pengangkut menurut
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H.M.N. Purwosutjipto (1987:4) adalah : *Orang yang
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan
baik".

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad (1991:34)
pengangkut adalah:"*Pihak yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang
dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat”.

Melihat beberapa definisi di atas maka dapat
disimpulkan bawah pengangkut adalah pihak yang
memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke

tempat tujuan yang telah disepakati.

d. Perjanjian Pengangkutan
Menurut R. Subekti (1982:81) mengatakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan adalah dimana suatu pihak
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau
barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang
lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Sedangkan menurut Soegijatna Tjakranegara (1995:67)
mengemukakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik
dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke
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pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana
pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak lain,
yakni yang memborongkan dengan sejumlah harga tertentu.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian
pengangkutan tidak bersifat pemborongan.
2. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian campuran yang
mempunyai unsur :
a. Unsur pelayanan berkala
b. Unsur penyimpanan
c. Unsur pemberian kuasa
Perjanjian pengangkutan itu tidak diatur dalam bagian 11!
buku | KUH Dagang, tetapi diatur dalam bagian |l buku | KUH
Dangang, yaitu dalam pasal 90 yang berbunyi :

Surat muatan merupakan perjanjian antara penerima
atau ekspeditur dengan pengangkut atau juragan kapal,
dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi
persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan:
Surat muatan itu hanya ditantada tangani oleh pengiri'm
atau ekspeditur. Dalam hal ini surat muatan itu berfurigs_i
sebagai surat pengantar bagi barang yang akan dimuat atau
dikirim. Surat semacam ini belum dapat dipandang sebagai

tanda bukti adanya perjanjian pengangkutan. Setelah surat

muatan beserta barang yang akan dimuat atau dierima oleh
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pengangkut atau kuasanya, pengangkut memberi tanda tangan
penerimaan atas barang muatan itu, maka surat muatan itu
merupakan alat pembuktian bagi adanya perjanjian
pengangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat
muatan merupakan perjanjian antara pengirim dan pengangkut,
perjanjian pengangkutan itu tidak bersifat konsensuil tetapi
tertuns. radahal dalam praktek kita mengetahui bahwa
perjanjilan pengangkutan itu persifat konsensuil, artinya untuk
terjadinya perjanjian pengangkutan cukup bila telah ada
persetujuan kehendak (konsensus) antara pengirim dan

pengangkui tidak periu adanya surat muatan atau akta lain.

. Perjanjian Pengiriman Barang

perjanjian pengiriman barang merupakan perjanjian
khusus yang timbaie balik, maka periu pula diketahui
pengertian perjanjian pada umumnya.

Menurut R. Subekti (1991:1) mengatakan bahwa

rerjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

perjan)l kepada seorang lain atau dimana dua orang itu

saling berjanji unuk me;laksanakan sesuatu hai'.
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Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad (1990:225)
perjanjian mengatakan bahwa : “perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling berjan;ji
untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Di dalam KUH Dagang tidak diatur defenisi pengirim
secara umum. Tetapi dilihat dari pihak perjanjian
pengangkutan.

Pengirm menurut Abdulkadir Muhammad (1998:48)
mengatan bahwa :"pihak yang mengikatkan diri untuk
membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut -

Sedangkan pengertian barang atau benda dilihat dalam
pasal 499 buku Il KUH Perdata yaitu : “Benda adalah tiap-tiap
barang dan tiap-tiap hak yang dapat di kuasai oleh hak milik".

Benda menurut R. Subekti (1984:60) adalah :" Sesuatau
yang haki orang”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah
dipaparkan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan perjanjian pengiriman barang adalah
seseorang atau lebih yang saling berjanji diman pihak yang
satu mengikatkan diri untuk memindahkan barang dari satu
tempat ketempat lain dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk

membayar jasa atas pemindahan barang tersebut.
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Dasar Hukum Ekspeditur

Menurut pasal 86 Bagian Il Buku | KUH Dagang, ekspeditur
adalah : “Seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan
pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di
darat atau di perairan”.

Dengan demikian ia mempunyai tugas untuk menyuruh
mengangkut barang-barang dagangan atau barang lainnya, baik
melalui darat maupun laut.

Ekspeditur bukanlah pengangkut, tetapi penyelenggara
pengangkutan yang diserahkan kepada orang lain atas tanggung
jawabnya. Pertanggungjawaban itu adalah mengambil dan
mengantar barang-barang dan jika perlu menyimpan barang-
barang itu sebelum dikirim, sepertinya seakan-akan ia sendiri
yang melakijkannya.

Jika ekspeditur menggunakan ekspeditur perantara dalaxmi;;@"@;
melakukan pekerjaannya, maka ia harus bertanggung jawab,'.'*-'- |
apabila dalam penunjukannya sebagai ekspeditur perantara .
diizinkan oleh pemilik barang.

Pengiriman barang-barang yang dilakukan ekspeditur
melalui jasa angkutan selalu dilakukan dalam suatu perjanjian.
Perjanjian itu disebut perjanjian ekspedisi yang mana merupakan
persetujuan kedua belah pihak yakni pengirim disuatu pihak dan

ekspeditur pada pihak lainnya.
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Z2.3. nak aan Aewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Pengiriman
Barang
a. Ekspeditur
Perjanjlan pengiriman barang merupakan perjanjian
timbal balik, dimana para pihak yang terikat didalamnya
mempunyal hak dan kewajiban yang sama. Berhubung karena
ekspeditur adalah salah satu pihak yang terikat dalam
perjanjian tersebut, maka ia tidak lepas dari Hak dan
Kewajiban.
Dari uraian tersebut diatas H.M.N. Purwosuijipto (1991 :
14) mengemukakan kewajiban pihak ekspeditur dalam
perjanjian sebagai berikut :
1. Sebagai pemegang kuasa

Ekspeditur melakukan perbuatan hukum atas nama-

pengirim barang. sehingga segala konsekuensi yang timbq_!'f‘ﬁ.'#.
y
dari pengiriman tersebut menjadi tanggung jawab-
ekspeditur. Dengan demikian ekspeditur mempunyai hak
penuh karena telah diberi kuasa cleh pemilik barang untuk
mengurus  sebaik-baiknya  barang yang  dititipkan
kepadanya, dan berhak pula menentukan atau memilih
pengangkut yang dianggapnya paling baik. Jadi ekspeditur

adalah pihak pemegang kuasa untuk menyelenggarakan



22

pengiriman barang-barang dengan sebaik mungkin (pasal

1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata).

2. Sebagai Komisioner

Ekspeditur bertindak atau berbuat atas namanya sendiri,
maka berlakulah ketentuan komisioner terhadapnya dalam
pasal 76 sampai dengan 85 KUH Dagang adalah “Kalau
ekspeditur berbuat atas namanya sendiri maka berlakulah
ketentuan-ketentuan mengenai komisioner”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekspeditur
dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa mengatasnamakan
perusahaan. sehingga jika 12 melakukan kelalaian/
wanprestasi, maka ia bertanggung jawab secara pribadi.

. Sebdgai penyimpan barang

Transaksi yang dilakukan ekspeditur dengan pemilik

pemilik ingin supaya barang-barangnya secepat mungkin

dapat sampai ke tangan penerima barang, sementara -

ekspeditur selaku pengirim kadang-kadang tidak mudah
mendapatkan pengangkut.

Melihat uraian di atas, menurut penulis bahwa pihak
ekspeditur dalam hal ini bertindak selaku pengirim

mempunyai hak penuh untuk menyimpan barang-barang

e,
barang tidaklah semudah yang diduga sebelumnya, Pihak e A
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yang telah diterima dari pemilik barang sebelum dikirim

melalui pengangkut ke tempat tujuan. Penyimpanan

tersebut seharusnya tidak terlalu lama guna menghindari

hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

. Penyelenggara Urusan

Dalam melaksanakan amanat dari pengirim, ekspeditur

banyak berurusan dengan pihak KPPP, KPLP, BEA CUKAI,

Kepabeanan untuk mengetahui pemasukan dan

pengeluaran barang di pelabuhan.

Jadi ekspeditur berhak untuk mengetahui keluar masuknya

barang-barang kiriman agar tidak terdapat kesimpangsiuran

meng'enai jenis. jumlah, ukuran barang angkutan tersebut.

. Pembuat registrasi dan surat muatan

Dalam perjanjian pengangkutan surat muatan mempunyai

peranan penting, karena surat muatan!konosenﬂén

merupakan surat bukti barang angkutan karena surat

muatan merupakan bukti untuk mengetahui siapa pemilik

barang tersebut. Surat muatan berisi antara lain :

a. Nama barang, jenis barang, jumlah sarang dan ukuran
barang atau berat barang (pasal 90 ayat (1) KUH

Dagang)
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b. Nama penerima barang (pasal 90 ayat (2) KUH Dagang)

c. Nama dan tempat tinggal si pengangkut/pemilik kapal
(pasal 90 ayat (3) KUH Dagang)

d. Tanggal pengangkutan (pasal 90 ayat (3) KUH Dagang)

e. Tanda tangan pengirim/ekspeditur (pasal 90 ayat (6)
KUH Dagang).

Selain surat muatan, pembuatan nomor registrasi atas

barang-barang kiriman itu juga perlu dilakukan oleh

ekspeditur agar nama-nama barang tercatat dengan baik.

Dengan adanya registrasi atas barang-barang kiriman

tersebut, maka ekspeditur dapat dengan mudah

mengetahui jumlah, jenis, dan harga barang kiriman itu

(pasal 86 ayat (2) KUH Dagang).

Adapun hak dari ekspeditur adalah sebagai berikut :

1. Menagih biaya/ongkos angkutan barang dari penerim_g,'
apabila barang kiriman telah tiba di tempat tujuan, ﬁa~|~
ini dilakukan apabila pengirim belum membayar
biaya/ongkos angkutan tersebut.

R. Soekardono (1983:18) memakai istilah, “hak

mendahului”.



Tetapi apabila pengirim telah membayar ongkos/biaya
angkutan lebih dahulu disebut provisi. maka ekspeditur
tidak berhak lagi menagih ongkos/biaya pengangkutan

kepada si penerima barang.

. Hak Retensi

Apabila penerima. menolak membayar biaya/ongkos
angkutan yang ditagih kepadanya karena belum dibayar
oleh pengirim.

H.M.N. Purwosutjipto (1987:15) mengatakan bahwa -

Pemegang kuasa mempunyai hak retensi (pasal
1812 KUH Perdata), begitu juga komisioner (pasal 85
KUH Dagang), penyimpan barang (pasal 17238 KUH
Perdata), penyelenggara urusan (menurut arrest H.R.

“tanggal 10 Desember 1948) maka ekspeditur pun
mempunyai hak retensi).

Hak ini khusus bagi ekspeditur untuk menahan

barang milik penerima apabila menolak membayar biaya 3

angkutan yang ditagih kepadanya karena belum dibayar
setelah  pengiriman barang-barang namun tidak_
diperbolehkan oleh aturan hukum.

Ketentuan tersebut diatas memberi tanggung jawab
kepada ekspeditur menyangkut keamanan barang-

barang kiriman dan ekspeditur berupaya agar barang
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kinman secepat mungkin tiba pada tempat tujuan

penerima.

b. Pemilik barang/pengirnm barang

Mengena! hak dan kewajiban pengirim barang. H.M.N.

Purwosutjipto (1991 : 100-101) menjelaskan bahwa ;

|

Kewajiban pengirim barang

a. Mengisi formuhr surat muatan yang berisi keterangan

secara lengkap mengenai barang-barang yang akan
dikirim

Pengirim bertanggung jawab terhadap semua kerugian
yang diderita oleh pengangkut atau pihak-pihak fain
sebagai akibat dari pemberitahuan dan keterangannya

yang kurang teliti.

. Memberikan keterangan yang benar dan lengkap

tentang isi, macam dan sifat mengenai barang yang
hendak dikirim.

Membayar segala ongkos angkutan barang yang
sebelumnya sudah disepakati bersama dengan pihak

ekspeditur.



2. Hak Pengirim barang

a. Mengambil kembali barang-barang itu dipelabuhan
pemberangkatan dan di pelabuhan tujuan.

b. Menahan barang-barang itu pada suatu pelabuhan
selama dalam perjalanan.

c. Menyuruh menyerahkan barang-barang itu di tempat
tujuan atau selama perjalanan kepada seorang lain dari
pada penernma sebagaimana yang disebutkan dalam
surat muatan

d. Meminta supaya barang-barang yang dikirim pembeli ke
pelabuhan pemberangkatan, asal saja penggunaan hak
ini tidak merugikan pengangkut maupun pengirim lain,
dén pengirim lain berkepentingan menagih biaya-biaya
yang timbui karenanya.

c. Penernima barang

1. Kewajiban P
Setelah menerima barang atau setelah barang sampai?’"'di
tempat tujuan dengan selamat, maka si penerima bara.ng
mempunyai kewajiban untuk membayar ongkoslbiaya

angkutan barang. Apabila barang yang diangkut telah

diserahkan, maka penerima harus membayar biaya
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angkutan menurut surat-surat berdasarkan barang tersebut

telah diterimanya kepadanya.

Hak

Setelah penerima melaksanakan kewajibannya maka ia

berhak untuk :

a.

Menerima barang kiriman sebagaimana tercantum
dalam surat muatan.

Menuntut ganti rugi atas kekurangan dan kerusakan
barang-barang yang telah diterimanya karena tidak
sesuai lagi dengan jumlah yang tercantum dalam surat
muatan.

Mgnolak barang kiriman yang diserahkan kepadanya,

apabila barang tersebut mengalami kerusakan.

Dari uraian diatas, maka jelaslah hak dan kewajiban para

pihak dalam perjanjian pengangkutan didasari atas dasar timbal-

balik.



3.1.

BAB 3

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Peiaksanaan Tanggung Jawab Ekspeditur terhadap
pemilik/Pengirim Barang

Salah satu pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan
oleh pihak ekspeditur terhadap pemilik/pengirim barang dalam
penyelenggaraan pengangkutan barang, yaitu mengharuskan
pthak pengangkut untuk melaksanakan pengangkutan itu
dengan baik dan harus selalu menjaga agar barang-barang
yang diangkat dalam keadaan aman hingga sampai ke tempat
tujuan.

Berbicara mengenai tanggung jawab ekspeditur terhadap
pengirim ‘barang, sebagai syarat utama bagi timbulnya
tanggung jawab tersebut adalah adanya “kerugian’, yang
jumlahnya tidak sedikit. Ganti kerugian yang diderita oleh
pemiliklpengi;im barang, pemberian ganti rugl tersebut
merupakan tanggung jawab ekspeditur.

Jika ekspeditur yang memilih pengangkut untuk
mengangkut barang kiriman, jika terjadi kerusakan barang
maka ekspeditur bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Tetapi sebaliknya jika pengirim yang memilih pengangkut. dan



terjadi kerusakan barang maka pengirim tidak dapat menuntut
ganti rugi terhadap ekspeditur atas kerusakan barang.

Melihat hak dan tanggung jawab para pihak tersebut di atas
maka yang akan penulis soroti adalah hubungan antara
ekspeditur dengan pengiriman barang oleh sebab itu hubungan
hukum yang terjadi seperti diatas adalah pelaksanaan perjanjian
pengiriman barang antara ekspeditur dengan pengirim barang
sehingga perjanjian yang terjadi adalah perjanjian ekspedisi dan
bukan perjanjian pengangkutan. Namun ada juga ekspeditur
yang bertindak sebagai pengangkut.

Perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian timbal balik
antara ekspeditur dengan pengirim, dimana ekspeditur
mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si
pengirim, sedangkan pengirim mrngikatkan diri untuk membayar
provisi kepada ekspeditur.

Salah satu aspek perlindungan hukum dalam perjanj_iéh
pengiriman barang melahirkan tanggung jawab para pihak dan
melahirkan hubungan hukum. Jika barang kiriman barang rusak,
hilang seperti tersebut di atas pihak yang bersangkutan tidak
boleh hanya berpedoman pada perjanjian pengiriman melainkan
harus melihat perjanjian pengangkutan yang dapat memberikan

kepastian jumliah muatan yang sebenarnya.



Pihak ekspeditur, Pengirim dan Penerima barang
mempunyai kedudukan yang sederajat, dalam pengiriman barang
maksudnya tidak ada yang menjadi buruh dan tidak ada pula
yang majikan, sehingga itu sifatnya perjanjian bersifat koordinasi,
dimana biaya angkutan yang diberikan oleh pengirim bukanlah
merupakan upah akan tetapt provisi. Untuk itu, tanggung jawab
ekspeditur terhadap risiko yang timbul telah diatur dalam pasal
87 KUH Dagang, yang menegaskan bahwa :

la harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya

atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang

telah diterimanya untum itu, dengan mengindahkan segal
sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman
yang baik

pemilik/pengirim barang yang mungkin menderita
kerugian, akibat dari proses penyelenggaraan pengangkutan
barang adr;\lah masalah tanggung jawab ekspeditur, khususnya
dalam hal adanya kesalahan atau kelalaian yang
mengakibatkan hilang seluruhnya atau sebagian dari jumiéhﬁzf':
barang kiriman, sehingga pemilik/pengirim barang menderita
kerugian.

Pemilik/pengirim barang yang menderita kerugian akibat
kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak

ekspeditur, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak ekspeditur

berdasarkan perjanjian.



Dalam pasal 88 KUH Dagang ditegaskan bahwa |

‘la juga harus menanggung kerusakan atas kehilangan barang-
barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya
yang dibebankan oleh kesalahan atau keteledorannya”.

Yurindah Limawal (Pimpinan PT Karya Indah)
menegaskan hal yang sama, pihak ekspeditur akan
bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang timbul
akibat kesalahan atau kelalaiannya (Wawancara 16 Maret
2005).

Hal int sesuar yang dikemukakan oleh Amircuddin (bagian
operasional PT. Jasa Karya) selaku penginm barang. yang
menyatakan bahwa kerugian vanag timbul terhadap pemilik
barang karena adanya kesalahan &atau kelalaian yang
diakibatkan oleh pihak ekspeditur, maka yang bertanggung
jawab adalah pihak ekspeditur, karena hanya pihak
ekspediturlah yang menyelenggarakan pengangkutan barang,
mulai saat barang diserahkan hingga barang tersebut tiba di
tempat tujuan. (Wawancara 23 Maret 2009).

Selanjutnya menurut Irfan, selaku bagian operasional PT.

EMKL karya tndah (hasil wawancara 17 Maret 2005) bahwa




1.
L

tanggung jawab yang paling mendasar dalam perjanjian
ekspedisi, terdiri atas 4 macam yaitu :
1. Menerima barang kiriman dari pemilik
Salah satu tugas pokok PT. EMKL Karya Indah adalah
menerima barang kinman dar pemilik/penginim barang untuk
selanjutnya dikirrm ke tempat tujuan melalui pengangkut
yang ditentukan sendiri cleh pihak ekspeditur
PT. EMKL Karya Indah dalam menr;alankan tugasnya/
profesinya selaku ekspeditur sejauh pengamatan penulis,
berlaku cukup ramah kepada setiap pemiiik/ipengirim barang.
Hanya saja menurut penulis, pelaksana atau sumber daya
manusia yang dimiliki oleh perusahaan ekspedisi tersebut
kurang -profesional dalam mengelola usahanya, sehingga
kuantitas pengiriman barang kiriman tidak menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun, misainya : tahun lalu
mengalami peningkatan pengiriman barang, tetapi tahun ini
mengalami penurunan pengiriman barang. Int menunjukkan
bahwa PT. EMKL Karya Indah belum maksimal menjalankan
roda dengan baik, padahal PT. EMKL Karya Indah selaku

perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang,
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selalu dituntut untuk dapat memperoleh laba sebanyak
mungkin guna kepentingan perusahaan dan karyawannya.
Jika perusahaan tersebut tidak dapat meningkatkan
usahanya atau mempertahankan kelangsungan
operasionalnya akibat kurang profesionalnya sumber daya
manusia yang dimiliki, maka suatu saat perusahaan tersebut
akan bangkrut.
. Memelihara/Menjaga sebaik-baiknya barang kiriman
Perusahaan ekspedisi merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang pengangkutan barang. la salah satu
perusahaan jasa yang memegang peranan penting untuk
memajukan perdagangan, karena berkat jasanya
memperlancar arus perdagangan barang sejak dari tangan
pengirim barang ke tangan penerima barang.

Salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus
dipikul oleh perusahaan ekspedisi adalah dari segi
keamanan, keutuhan, dan keselamatan barang-barang
kirlman selama barang-barang itu berada dalam tanggung
jawabnya Oleh karena itu perusahaan ekspedisi perlu
menyediakan gudang tempat penyimpanan barang-barang

kiriman baik untuk waktu yang lama maupun untuk
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sementara sambil menunggu barang itu diserahkan kepada
pengangkut.

Usaha lain yang perlu dilakukan oleh setiap
perusahaan ekspedisi agar barang-barang kiriman dapat
terjamin keamanannya adalah mengatur dan menyusun
dengan rapih agar barang-barang dalam penempatannya
misalnya barang yang cepat rusak dipisah dari barang yang

tidak cepat rusak.

. Melaksanakan pengiriman barang

Setelah perusahaan ekspedisi menerima barang dari
pemilik/ pengirim barang maka barang-barang tersebut jika
mungkin  segera dikirim melalui pengangkut untuk

selanjutnya diserahkan kepada penerima barang.

. Menerima/menyelesaikan tuntutan ganti rugi

Tidak semua kerugian itu menjadi tanggung jawab
pihak ekspeditur di dalam proses penyelenggaraan;
pengangkutan barang. Menurut beliau ada hal-hal tertentu
dari suatu peristiwa yang tidak menjadi tanggung jawab
ekspeditur yaitu kejadian yang digolongkan ke dalam
“Overmacht” (keadaan memaksa) misalnya terjadi bencana

alam, kecelakaan, peran atau kerusuhan.
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Menyangkut hal tersebut di atas, maka beban
pembuktian tetap ada pada pihak ekspeditur, oleh karena
ekspediturlah  yang mengetahui secara pasti proses
penyelenggaraan pengangkutan barang, serta kerugian yang
mungkin diakibatkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian.
Ada pada dasarnya bila terjadi kesalahan atau kelalaian
yang dilakukan oleh  pihak ekspeditur, sehingga
mengakibatkan hilang seluruhnya atau sebagian dari jumlah
barang kirnman., maka pihak ekspeditur dianggap selalu
bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian tersebut

Amiruddin  (Bagian operasional PT. Jasa Karya)
mengemukakan bahwa, suatu kesalahan atau kelalaian yang
dilakukan oleh pihak ekspeditur, maka perusahaan dalam
hal ini PT. EMKL Karya Indah senantiasa memenuhi tuntutan
dari pengirim barang yang mengalami kerugian tersebut
termasuk besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan asal
sesual dengan persyaratan dalam perjanjian ekspedisi yang
telah mereka buat bersama, yaitu antara pihak ekspeditur

dan pihak pengirim barang. (Wawancara 24 Maret 20095).
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Dalam hal terjadinya perjanjian ekspedisi, maka dari
segl hukum ada dua pithak yang memegang peranan penting,
yaitu pengirim barang dan pihak lain adalah ekspeditur.

Dan uraian di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan
tanggung jawab penyelenggara angkutan barang tetap
berada pada pihak ekspeditur, sehingga jika terjadi suatu
kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak
ekspeditur yang mengakibatkan kerugian pada pengirim
barang. maka pihak ekspeditur tidak boleh langsung
membebaskan din dari tanggung jawab tanpa terlebih
dahulu membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah.

Jadi pada dasarnya pihak ekspeditur harus selalu
dapat menunjukkan, apakah kerugian yang ditimbulkan itu
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian atau faktor lain di
luar kekuasaannya. Sehingga ekspeditur baru dapat
dibebaskan dari tanggung jawabnya. apabila pihaknya dapat
membuktikan bahwa kerugian yang diderita pengirim barang

memang bukan karena kesalahannya.
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Penyelesaian Ganti Kerugian akibat kehilangan, kerusakan,
kekurangan dan keterlambatan barang.

Pada dasarnya setiap pemilik/pengirim barang yang telah
mengadakan  perjanjian pengangkutan barang berhak
mengajukan suatu tuntutan ganti rugi bila menderita kerugian.

Peristiwa hilang, rusak dan kurang dan terlambatnya
barang kiriman memang tidak dapat dihindari dalam suatu
pelaksanaan pengiriman barang.

Seperti yang dikemukakan oleh Amiruddin (bagian
operasional pengiriman barang PT. Jasa Karya) bahwa
terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, pihak ekspeditur dalam
hal ini PT. EMKL Karya Indah akan menyelesaikan semua
tuntutan ganti rugi dari para pemilik barang. Dan semua
tuntutan ganti rugi yang masuk baik melalui HP maupun secara
langsung akan diproses oleh perusahaan sesuai prosedur yang
berlaku (wawancara 24 Maret 2005).

Adapun cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT.
EMKL Karya Indah terhadap kehilangan, Kkerusakan,

kekurangan dan keterlambatan barang adalah :




8

Kehilangan barang

Karena pihak ekspedisi tidak mengangkut sendiri
barang kiriman melainkan dicarikan pengangkut yang baik
bagi barang-barang si pengirim seperti dijelaskan dalam
pasal 86 KUH Dagang, maka dengan demikian barang
tersebut terlepas dari pengawasan ekspeditur. Oleh karena
itu, risiko kehilangan barang pun terkadang tidak dapat
dihindari. Meskipun sebenarnya kesalahan bukan pada
pthak ekspeditur, tetapi karena barang tersebut telah
diserahkan oleh pengirtm barang kepadanya maka
ekspediturlah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas
segala risiko yang terjadi.

Irfan (Bagian operasional PT. EMKL Karya Indah)
kemudian mengemukakan bahwa untuk mencegah hal yang
demikian ekspeditur membuat syarat-syarat pengiriman
barang mengenai batas ganti rugi terhadap risiko kehilangan
barang. (Wawancara 17 Maret 2005). |

Selanjutnya untuk perjanjian biasa menurut Yurindah
Limawal (Pimpinan PT. EMKL Karya Indah) bahwa untuk
perjanjian biasa maka kehilangan barang akan diberikan

ganti kerugian senilai 10 % biaya pengiriman sedangkan
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untuk perjanjian khusus dimana barang yang dikirim tersebut
mempunyal nilal yang tinggi sehingga biasanya pihak
pemilik/ pengirim barang akan menambah biaya pengiriman,
maka pihak ekspeditur akan memberikan ganti rugi sesuai
dengan harga barang tersebut (Wawancara 16 Maret 2005).

Jadi pada dasarnya kerugian akibat kehilangan barang
kinman adalah merupakan tanggung jawab ekspeditur.
Adapun ganti kerugian yang S5diberikan sebesar 10% biaya
pengiriman kecuali jika diperjanjikan lain.
Kerusakan Barang

Kerusakan barang sering terjadi dalam pengiriman
barang, menurut Irfan (Bagian operasional PT. EMKL Karya
Indah) _.bahwa kerusakan yang timbul akibat kesalahan
pengangkutan maka pihak ekspeditur akan bertanggung
jawab dengan memberi ganti rugl sesuai dengan harga
barang yang rusak tersebut. Hal ini dimungkinkan karena
barang yang rusak tersebut dapat diperiksa secara
langsung keadaannya dengan disaksikan oleh pihak

penerima barang.




41

Tabel. Barang yang rusak

No Tahun - Barang yang rusak
1 2000 10 Dos

2 2001 10 Botol

3 2002 24 Kaleng

4 2003 20 Karung

5 2004 50 Dos

Tetap: kerusakan vyang timbul akibat kesalahan
pengirim sendiri misalnya bungkusan barang tersebut
kurang kuat maka ekspeditur (PT. EMKL Karya Indah) tidak
bertanggung jawab sebelum menerima suatu barang terlebih
dahulu akan mengecek keadaan fisik bungkusan bara‘ng
tersebut. Jika ternyata tidak memenuhi syarat m_akg's-"}.
ekspeditur akan menyarankan agar memperbaiki bungk@san
barang tersebut. Tetapi jika pihak pengirim berkeras maka

ekspeditur akan mengirimnya dengan catatan nota

pengiriman di stempel “Pengepakan tidak sempurna’.




apabila ada kerusakan di tanggung oleh yang bersangkutan.
(Wawancara 18 Maret 2005).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa selama
tidak ada perjanjian khusus antara ekspeditur dengan
pengirim barang mengenai tanggung jawab akibat
kerusakan barang maka pihak ekspediturlah yang
bertanggung jawab dan berkewajiban membayar ganti rugi

sesuai dengan harga barang kepada pengirim barang.

. Kekurangan Barang

Berkurangnya kirnman merupakan kelanjutan akibat
dari rusaknya bungkusan barang sehingga st bungkusan
tersebut mudah diambil atau dicuri pada saat proses
pengangkutan/pemindahan barang dari tempat ke mobi/truk.

Mengenai berkurangnya barang Kkiriman Amiruddin
(Bagian operaisonal PT. Jasa Karya Indah) selanjutnya
mengemukakan bahwa pengirim barang mengalami kerugian
akibat barang kirimannya berkurang isinya, pihak ekspeditur
akan memberi ganti rugi sesuai dengan harga barang yang
hilang.

Menurut beliau hal ini tidak sulit dilakukan karena

untuk mengetahui jumlah barang yang hilang tersebut,




pihaknya akan membuka bungkusan kiriman tersebut
dengan disaksikan oleh ekspeditur dan kemudian
menghitung satu demi satu. Tuntutan terhadap kekurangan
isi barang harus diajukan pada saat barang tersebut sampai
ke tempat tujuan. Batas waktu pengaduan 1 bulan, maka
ekspeditur tidak akan menerima tuntutan tersebut.
(Wawancara 24 Maret 2005).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka
penulis menyimpulkan bahwa pihak ekspeditur bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik/pengirim
barang akibat berkurangnya isi kiriman yaitu dapat
memberikan ganti rugi sesuai dengan harga atau jumlah
barang yang hilang.

. Keterlambatan barang

Menurut pasal 477 KUH Dagang, pengangkut
bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena
keterlambatan penyerahan barang pada penerima, kecuali
bilamana ia membuktikan bahwa keterlambatannya itu
adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak

dicegah atau dihindari.
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Menurut Irfan (Bagian operasional PT. EMKL Karya
Indah) terhadap masalah keterlambatan ini pihaknya (PT.
EMKL Karya Indah) akan membuat suatu perjanjian yang
sifatnya khusus, yang isinya disesuaikan dengan kondisi
yang ada. Sebagai contoh jika tujuan barang yang dikirim
adalah kota yang agak sulit dijangkau oleh mobil/truk
misalnya barang kiriman bertujuan ke Kabupaten Bone
tetapi alamt tersebut tidak dapat dijangkau dengan truk
tronton container, maka truk tersebut harus berbalik arah
kondisi jalan tidak memungknkan tidak dilewati, atau karena
alamat penerima tidak jelas, maka ekspeditur akan membuat
suatu perjanjian bahwa pihaknya tidak akan bertanggung
jawab pka terjadi keterlambatan barang. (Wawancara 18

Maret 2005).

Adapun besarnya jumlah ganti rugi yang harus.., -

dibayarkan, biasanya pihak ekspediturlah telah menetap?‘an
jumlahnya. Akan tetapi selain itu dapat pula dibuat suétu
perjanjian khusus mengenai besarnya ganti rugi tersebut.
Sesuai keterangan yang dikemukakan Irfan (Bagian
Operasional PT. EMKL Karya Indah) bahwa salah satu

contoh kasus dimana ada penerima barang yang ingin agar




barangnya sampai di tempat tujuan tepat waktunya maka
PT. EMKL Karya indah membuat suatu perjanjian khusus
dengan pihak penerima barang tersebut yang isi
perjanjiannya adalah bahwa apabila barang tersebut tidak
sampai pada waktunya, maka pihaknya akan memberikan
ganti rugi sebesar jumlah yang telah ditentukan dikalikan
jumlah hari keterlambatannya (Wawancara 19 Maret 2005)
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa apabila tidak dibuat perjanjian lain maka ekspeditur
harus bertanggung jJawab terhadap Kkerugian akibat
keterlambatan barang PT. Jasa Karya dan PT. EMKL Karya
Indah dalam hal ini akan memberikan ganti kerugian sesuai

dengan jumlah yang telah ditentukan.




4.1.

BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

a. Tanggung jawab PT. EMKL Karya Indah terhadap

penyelenggara pengangkutan barang berada pada” pihak-
ekspeditur. Dalam kasus ini  kerugian  terhadap
pemilik/pengirim barang akibat kesalahan/kelalaiannya.
Sehingga pihak ekspeditur wajib memberikan ganti rugi.
Ekspeditur baru dapat membebaskan diri dari tanggung
jawab apabila telah dapat membuktikan bahwa pihaknya

tidak bersalah.

. Pada dasarnya tuntutan ganti rugi yang memenuhi syarat

akan diterima oleh ekspeditur kemudian diselesaikan melatui
prosedur yang berlaku. PT. EMKL Karya Indah bertanggung
jawab atas kehilangan, kerusakan, kekurangan dan
keterlambatan barang, sebagai akibat dari kelalaian
(wanprestasi) yang dilakukannya, kecuali jika ia dapal
membuktikan bahwa kelalaian itu terjadi dituar

kemampuannya (force majoure)
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Saran-saran

a. Guna meringankan beban kerugian vyang diderita oleh

pengirim barang karena tuntutannya tidak diterima oleh
perusahaan EMKL, maka diharapkan setiap perusahaan
EMKL/ Pengangkutan pada umumnya dan PT. EMKL Karya
Indah pada khususnya untuk mengasuransikan barang-
barang tersebut.

Berhubung karena perjanjian ekspedisi  semakin
berkembang dalam masyarakat Indonesia pada umumnya
dan masyarakat Sul-Sel pada khususnya, sedangkan
peraturan yang mengatur mengenar hal itu masih sangat
kurang dan jauh lebih sempurna, maka peraturan di bidang
ekspedisi muatan kapal laut sebaiknya disempurnakan, agar

hak-hak para pihak dapat terjamin dengan baik.
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EMERINTAH KOTA MAKASSAR

KANTOR KESATUAN BANGSA
JI. Ahmad Yani No. 2 Telp. ( 0411 ) 315867 Makassar

Makassar, 14 Maret 2005

Nomor @ 070/ 37-UKKB‘ 2005. Kepada
Lampiran -
Perihal . lzin Penelitian. Yth«: 1o PIREXTUR PT.EMKL KARYA INBAM ;

2, BIREXTUR PT.JASA KARYA

Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dariK epala Badan Kesatuan Bangsa Prep,.Sulsel,
Nomor070/495-111 /BKB-SS Tanggal 10 Maret 2005,
Perihal tersebut di atas, maka bersama imi disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama - ASNI EXAWATI,

Stb / Jurusan : 450 006 60017/Hukum Perdata,

Instansi / Pekerjaan : Mah,Fak,dukum Univ,"45" Makassar.
Alamat : BIN.,Estika Indah Blk.P.1 Ne.9 SUMIGO.
Judul . "TANGGUNG JAWAB EXSPEDITUR TERMADAP PE-

NGIRIM PABA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT",
(Studi Kasus pada PT.EMKL Karya Indah),

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi /Wilayah Saudara

dari tanggal 14 Maret 2005 s/d 14 Mei 2005 / 2(Bua) Bulan ,
sehubungan dengan hal tersebut , pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan
harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi  dan selanjutnya yang

bersangkutan melaporkan hasilnya ke a\h\kota Makassar Cq. Kepala
e Ty
Kantor Kesatuan Bangsa. . //f:}‘,j?k\Nlﬂd \‘\~. .

An. WA ﬂ(pm MAKASSAR

P embina
580 007 348

Tembusan :

bl e Ll e

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sul - Sel.
Kepala Balitbangda Prop. Sul - Sel.

Pekan Fak,Hukum Univ,"45" Makassar;
®dro.Asni Ekawati ;

Pertinggal.




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor :070/ U% -1l / BKB - SS. Makassar. 10 paret 1005,
Sifat Irinna.,

Lampiran

Kepada

Perihal 1514 renclitinn. Yth, WAL IHKGUA Faks AR
by -
1T A 0 A o J 4 a.
Berdasarkan Surat  tekag malul tan fukum !niversitas M4SN talaanarp -
No. D.OS2/pp/N=-45/171/200% tancpal 9 ravet 2005,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AL EHAWATT

Tempat/Tanggal Lahir : pare-pare, 25 nktotec 1980

Jenis Kelamin : Teeremnnan

Pckerjaan 3 pmak wak . traleonm niv, 4SS ks,

Alamat ; mrr,, Webillaa Indal plk.Del L GHHIGE.

Bermaksud akan mengadakan p o 0 o 1 1t in o di Dacrah / Instansi Saudara i fom-

rangka peay:

Ang P sunan skeipsd diecan Judal s _

WPANGUUTIGIAWAL BKSPEDITn JERHADAT PENGIRLM PADA FLUGAHGKIAR Dhudolil
Studi pas=snns pada 10. EKL Kanya lIndah 5

Selama 2 2 (iua) talan tmt.1d varet 2005 /4 14 e 200Y

Pengikut/peserta s ey

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan terscbut
dengan ketentuan :

. Sebelum dan scsudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada
Bupati/Walikota, c¢q. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan
di Kabupaten/Kota.

2. Peneli tian tidak menyimpang dari 1zin yang diberikan.

3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - [stiadat
daerah setempat.
. L i £ R D 1
4. Menyerahkan | (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur
Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian,

Tembusan:

. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta FATRGIN DARRAH
. Gubernur Sulawesi Selatan (Sbg. Lap) di Makassar

Pangdam VII Wrb. di Makassar

. Kapolda Sulsel di Makassar
«Dekan rak.Hukum Univ. wrsnw Mo,
-5dr. Asni wkawati.

Arsipyp.

Jit, M.3i.
:\}_’l’:‘ﬂ"lna
010 245 294,
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